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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAFP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI
DAN KOMISARIS DI DALAM SUATU PERSEROAN
(STUDI KASUS PT. ANDALIMAN TOUR)

Oleh :

MUHAMMAD ISA
NPM : 05. 840. 0143
ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang struktur organ — organnya
terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi dan Dewan
Komisaris yang mana ketiga organ tersebut saling berkaitan dan memiliki peran dan
tanggung jawabnya masing — masing.

Dewan Direksi merupakan kumpulan beberapa direktur yang memimpin suatu
perseroan. Seorang direktur yang menjalankan suatu perseroan umumnya merupakan
Pemegang Saham Mayoritas di dalam perseroan atau bisa juga seorang profesional
yang ditunjuk oleh Para Pemegang Saham.

Dewan Komisaris merupakan suatu organ perusahaan di samping organ perusahaan
lainnya yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada
umumnya, serta memberikan nasihat — nasibat kepada direksi maupun kepada
pemegang saham/ Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS), baik jika diminta
maupun apabila tidak diminta. Karena itu, kepada komisaris dapatlah disebutkan
sebagai ” Pengawas”.

Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris serta hubungannya di dalam
suatu perseroan telah diatur berdasarkan peranan dan tanggung jawabnya masing —
masing di dalam Undang — Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Dimana
organ tersebut bertanggung jawab terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa baik
Direksi maupun Dewan Komisaris memiliki dan peran dan tanggung jawab masing —
masing dalam manjalankan suatu perseroan baik kebijakan ke dalam maupun keluar
yang tidak bertentangan dengan UU Perseroroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang deng rahmat dan
karunia — Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulis
sehingga mampu dan berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini
penulis menyadari terdapatnya kekurangan, namun demikian dengan berlapang dada
penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak yang menaruh
perhatian terhadap skripsi ini.

Demi terwujudnya penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis
mengucapkan terima kasih yang sebesar — besurnya kepada semua pihak yang telah
dengan ikhlas dalam memberikan bantuan untuk memperoleh bahan — bahan yang
diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar —
besarnya kepada :

1. Para Dekanat Fakultas Hukum UMA yaitu :
- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum
UMA.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
UMA.
- Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas
Hukum UMA.
2. Bapak Abdul Muis, SH.MS, selaku Ketua bagian hukum Keperdataan dan
juga selaku pembimbing II penulis.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II.
4. Seluruh Staff pengajar Fakultas Hukum UMA yang dengan penuh dedikasi

menuntut dan membimbing penulis selama mengikuti penulisan sampai
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lain :

Sebagaimana alasan utama dari pemilihan judul penelitian skripsi ini antara

. Berdasarkan UU Perseroan Terbatas bahwasanya Pertanggungjawaban

Pengurus terhadap suatu Perseroan merupakan sesuatu yang sangat penting
dalam menjalankan suatu perusahaan, maka penulis sangat tertarik untuk
mengkaji judul tersebut diatas dengan membandingkan antara kondisi di

lapangan dan peraturan Perundang — undangan.

. Bahwasanya Hukum Perseroan merupakan hukum yang cukup populer

dewasa ini di bidang hukum, oleh karenanya penulis cukup tertarik untuk
mengangkat judul tersebut menjadi skripsi penulis.

. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dikemukakan dan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Direksi dan Komisaris didalam suatu
perseroan ?

2. Bagaimanakah hubungan antara direksi dengan komisaris berdasarkan

tanggung jawabnya di dalam suatu perseroan ?

. HIPOTESA

Hipotesa adalah merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Hipotesis yang dikemukakan atas permasalahan yang timbul adalah :

1. Tanggung jawab direksi dan komisaris sebagai subjek hukum jelas diatur
di dalam dalam Undang — undang Perseroan Terbatas yang mana di dalam
Undang — undang tersebut dipaparkan tanggung jawab Direksi dan
Komisaris.

2. Hubungan antara direksi dengan komisaris di dalam suatu persercan telah
diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2007 dimana antara direksi dan
komisaris sama — sama mendapat amanah dari pemegang saham dengan

tugas dan fungsi yang berbeda.
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E. TUJUAN PEMBAHASAN

Yang merupakan tujuan pelaksanaan penelitian dan pembahasan skripsi ini :

1. Secara teoritis adanya penelitian ini diharapkan merupakan salah satu
sumbangsih hasil penelitian dan pemikiran penulis bagi perkembangan
ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pengetahuan di bidang Perseroan.

2. Secara praktis untuk mengetahui apakah ada perbedaan tanggung jawab
direksi dan komisaris.

3. Penelitian ini juga diharapkan akan dapat dipergunakan oleh orang lain
sebagai salah satu bahan dan rujukan tentang Pertanggungjawaban Direksi

dan Komisaris.

F. METODE PENGUMPULAN DATA
Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan dan
pembahasan skripsi ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )

Dalam metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan ini penulis
akan mengumpulkan data — data yang diperlukan melalui sumber — sumber

" Undang — undang, Makalah, Tulisan — tulisan, Pendapat ahli dan sumber —
sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi.

2. Dalam metode penelitian lapangan ini, penulis akan melakukan
pengumpulan data — data yang diperlukan secara langsung dari lokasi
penelitian yaitu dalam Perseroan Terbatas yang berada di Kota Medan yang
berkedudukan dan berkantor di Jalan Garuda Perumnas Mandala, dengan
melakukan Wawancara terhadap pegawai dan pengurus.

G. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan maksudnya merupakan gambaran umum dari
keseluruhan penulisan skripsi ini, dimana skripsi ini terdiri dari ( Lima ) Bab
UNIVE RSITQ@ﬁBRﬁwgkagi dalam beberapa sub bab lainnya yaitu :
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BABI : Merupakan pendahuluan scbagai awal menuju yang diangkat
serta sekaligus juga memperkenalkan tentang judul yaitu latar belakang.
Alasan pemilihan judul dari pada skripsi ini. Kemudian pengertian dan
penegasan judul selanjutnya permasalahan, dan diuraikan pula tentang metode
penulisan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dan sebagai uraian
terakhir dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan gambaran isi atau
sistematika penulisan skripsi ini.

BABII : Tentang Tinjauan umum mengenai Direksi dimana berisi
uraian mengenai pengertian direksi, kemudian mengenai macam dan syarat
menjadi direksi, pengertian dan pemberhentian menjadi direksi dan Tugas
Representasi dan Kepengurusan dari Direksi.

BAB III : Merupakan gambaran umum tentang komisaris, diuraikan
dari pengertian komisaris, kedudukan komisaris sebagai badan supervisi,
pengangkatan dan pemberhentian komisaris, serta fungsi dan peranan
komisaris.

BAB IV : Menguraikan mengenai judul mengenai skripsi ini yaitu
Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris di
dalam suatu Perseroan. ( Studi kasus di Kota Medan) dan adapun segi — segi
yang dibahas adalah tanggung jawab Direksi dan Komisaris di dalam struktur
suatu perseroan, Hubungan antara Direksi dan Komisaris berdasarkan
tanggung jawabnya masing — masing di dalam struktur suatu Perseroan, dan
Pertanggungjawaban Direksi menurut prinsip GCG.

BABV : Tentang kesimpulan dan saran — saran dengan menggunakan
hal — hal dari skripsi ini yang merupakan kesimpulan atau perubahan terhadap
permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Kemudian menutup uraian dari
skripsi ini dengan saran — saran menurut dan pengetahuan penulis demi

mengatasi segala permasalahan yang ada pada Perseroan.
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Seorang direktur atau dewan direksi dalam jumlah direktur dalam suatu
perusahaan (minimal satu), yang dapat dicalonkan sebagai direktur, dan cara
pemilihan direktur ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Pada umumnya

direktur memiliki tugas antara lain:

1. memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan

2. memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian
(manajer)

3. menyetujui anggaran tahunan perusahaan

4. menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan

Seseorang yang duduk dalam dewan direksi dari suatu perusahaan dan yang
memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan pengontrolan terhadap
pegawai dan kegiatan dari perusahaan.

Disamping itu, ada pula yang memberikan pengertian kepada direksi sebagai berikut :
Person appointed or elected according to law, authorized to manage and direct the

affairs of a corporation or company.

Orang — orang yang ditunjuk atau dipilih menurut hukum yang berlaku,
mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan dari suatu
perusahaan.

Memnrut hemat penulis, maka yang dimaksud dengan ” direktur” atau ” direksi” dari
suatu perseroan terbatas adalah suatu organ perseroan, di samping organ perseroan
lainnya berupa komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS), yang
memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang penuh terhadap kepengurusan
dan jalannya perseroan yang dipimpinnya untuk kepentingan dan tujuan perseroan

tersebut serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan di dalam
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maupun di luar pengadilan sesuai dengan perundang — undangan yang berlaku dan

ketentuan dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut.

Dari beberapa pengertian direksi tersebut diatas, terlihat beberapa karakter pokok dari

direksi perseroan. Karakteristik yang pokok tersebut adalah sebagai berikut :

© 0 N o

. Direksi haruslah perorangan.

direksi bertugas untuk mewakili perseroan dan melaksanakan, mengurus, dan
mengarahkan kegiatan dari perseroan.

Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pengontrolan terhadap
pegawai perseroan

Direksi diangkat atau dipilih berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam hal ini
direksi diangkat oleh Rapat Umuin Pemegang Saham ( RUPS), tetapi untuk
pertama kalinya direksi diangkat oleh pendiri dan disebutkan dalam akta

pendirian perusahaan.

Direksi merupakan organ perseroan, di samping organ perseroan lainnya
berupa komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS).
Kepengurusan dilaksanakan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.
Direksi mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Direksi mewakili dan bertindak di dalam maupun di luar pengadilan.
Direksi melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundang — undangan yang
berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut.

Karena direksi merupakan organ yang mengurus kegiatan perseroan ( karena

itu disebut juga dengan istilah ” pengurus” ), maka setiap perseroan terbatas wajib

memiliki direksi, minimal satu orang. Akan tetapi, beberapa jenis perseroan wajib

memiliki minimal 2 (dua) orang direksi yakni perseroan — perseroan sebagai berikut :
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a. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat.
b. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang.

c. perseroan terbuka

3. Orang yang menjadi direktur tersebut tidak pernah dinyatakan pailit secara
pribadi dalam waktu 5 ( lima) tahun terakhir.

4, Orang yang menjadi direktur tersebut tidak pernah menjadi direktur atau
komisaris dari perusahaan yang dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun
terakhir.

5. Orang yang menjadi direktur tersebut tidak pernah dihukum karena
melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5
(lima) tahun sebelum pengangkatan.

Akan tetapi, hukum dari beberapa negara di dunia ini, pernah diberlakukan
beberapa syarat bagi seorang direksi perseroan terbatas yang sekarang sudah klasik.
Persyaratan klasik tersebut adalah sebagai berikut :

1. persyaratan residensial, yang menyatakan bahwa direksi dari suatu
perusahaan haruslah merupakan orang yang berasal atau mendiami daerah
dimana perseroan tersebut berada.

2. Persyaratan Tanpa Bayar. Secara tradisional direksi tidak digaji oleh
perusahaannya, karena direksi sendiri merupakan pemegang saham, yang juga
memiliki kepentingan dalam perusahaan tersebut. Akan tetapi, perkembangan
sekarang menempatkan direksi pada posisi sebagai pegawai perusahaan dan
dibayar gaji.

3. Persyaratan pemegang Saham. Persyaratan ini menyatakan bahwa direksi
haruslah merupakan orang yang memegang saham di perusahaan yang
bersangkutan.

4. Persyaratan Jumlah Direktur. Dahulunya, hukum di beberapa negara

UNIVERSIMEDSyaptkanaagas direktur dari suatu perusahaan jumlahnya lebih dari 1
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(satu). Di beberapa negara, bahkan dahulunya ada persyaratan agar direktur
itu sekurang — kurangnya berjumlah 3 orang. Akan tetapi, dalam sistem
hukum perseroan yang modern, jumlah direksi ini tidak lagi menjadi
persyaratan. Sehingga 1 (satu) orang direksi dalam ! (satu) perusahaan
dianggap sah — sah saja sesuai kebutuhan dari perseroan tersebut. Hanya
terhadap beberapa jenis perseroan yang masih dipersyaratkan lebih dari
seorang direksi. Misalnya terhadap perusahaan terbuka, bank, dan lain — lain.
Dalam hubungan dengan tanggung jawab hukum dari direksi, pada pokoknya
tanggung jawab tersebut meliputi 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut :
1. Tanggung jawab karena melanggar perundang — undangan yang berlaku.
2. Tanggung jawab karena melanggar Anggaran Dasar perseroan.
3. Tanggung jawab karena melanggar Putusan Rapat Umum Pemegang Saham (
RUPS)

4. Tanggung Jawab karena kegagalan manajemen ( management failure).

B. Pengangkatan Dan Pemberhentian Direksi

Siapakah dan bagaimanakah dan memberhentikan direksi dari suatu perseroan
terbatas ? Dalam hal ini pengangkatan direksi dapat dilakukan dengan beberapa cara
sebagai berikut :

1. Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) dengan suara
terbanyak sebesar yang diatur dalam anggaran dasar perseroan.

2. Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saharn ( RUPS) berdasarkan sistem
penjatahan asalkan cara tersebut ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham ( RUPS). Misalnya, setiap pemegang saham 20 % ( dua puluh persen)
masing — masing mendapat jatah 1 (satu) orang direksi.

3. Diangkat dengan cara mencantumkannya dalam anggaran dasar, Dalam hal ini

dilakukan terhadap direksi yang pertama sekali diangkat.
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selain karena pemberhentian oleh Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS), seorang

direksi dapat berhenti dan jabatannya karena sebab sebagai berikut :

L.

-

Masa jabatannya telah berakhir dan tidak lagi diangkat untuk masa jabatan
berikutnya.

Berhenti atas permintaan direktur yang bersangkutan dengan atau tanpa sebab
apapun.

Tidak lagi memenuhi syarat menjadi direksi sebagairnana diatur dalam
anggaran dasar atau dalam perundang — undangan yang berlaku.

Direktur secara pribadi dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

Sakit terus menerus yang dapat menghambat pelaksanaan tugas direktur.
Menderita tekanan mental atau gangguan jiwa yang dapat menghambat
pelaksanaan tugas direktur.

Dihukum penjara karena bersalah dalam waktu yang relatif lama sehingga
dapat menghambat pelaksanaan tugas direktur.

Meninggalkan tugas atau menghilang tanpa berita secara terus menerus.

Institusi Hukum Pengontrol Kewenangan Direksi

Direksi mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk menjalankan tugas dan

servis dari perseroan, maka bisa jadi kekuasaan tersebut dipergunakan secara tidak
benar atau tidak layak atau setidak — tidaknya tidak menguntungkan bagi para

stakeholder dari suatu perseroan. Karena itu, para direksi tersebut dalam menjalankan

tugasnya perlu dikontrol. Dan sektor hukum menyediakan institusi pengontrol,
sehingga diharapkan kewenangan direksi tersebut akan digunakan seefektif mungkin.
Institusi pengontrol tersebut terdiri dari institusi korporat. Institusi umum merupakan

institusi yang berlaku bukan hanya dalam hal pembatasan kewenangan direksi,

melainkan berlaku bagi setiap orang yang melakukan kesengajaan atau kelalaian
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dalam menjalankan tugasnya. Institusi hukum yang membatasi kewenangan direksi

perseroan ini adalah :

A

Rapat Umum Pemegang Saham ( RVJPS)
Komisaris

Shareholder Pooling agreement

Voting Trust

Kuasa Mutlak

Supermajority Quorum

Supermajority Voting

Berikut ini penjelasan dari masing — masing institusi pembatas kewenangan direksi

tersebut, yaitu sebagai berikut :

1.

Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) merupakan pembatas kewenangan

direksi perseroan yang paling efektif dan paling besar kewenangannya. Satu
dan lain hal disebabkan oleh faktor — faktor sebagai berikut :
a. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) memegang kekuasaan tertinggi.

. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) memiliki kewenangan residual.

Maksudnya segala kewenangan yang oleh undang — undang dan atau
anggaran dasar tidak diberikan kepada organ yang lain, dianggap memiliki
oleh Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS).

. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) merupakan personifikasi dari

pemegang saham. Karena pemegang saham merupakan pemilik dari
perusahaan, maka Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) merupakan

pencerminan kehendak pemilik perseroan, sehingga Rapat Umum

UNIVERSITALSR§AREAPghAm merupakan pencerminan kehendak pemilik perseroan,
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sehingga Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) mempunyai arti yang

sangat penting bagi perseroan yang bersangkutan.

d. Meskipun Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) merupakan organ yang
memiliki kekuasaan tertinggi, tetapi tidak berarti bahwa Rapat Umum
Pemegang Saham dapat semena — mena terhadap direksi karena ada
ketentuan hukum yang memagarinya yaitu sebagai berikut :

a. Dalam hal pemberhentian direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham
( RUPS), haruslah ditunjukkan adanya alasan untuk itu ( for cause),
sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 91 ayat (1) Undang —
undang Perseroan Terbatas.

b. Dalam hal pemberhentian direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham
( RUPS), haruslah diberikan kesempatan kepada direksi tersebut untuk
membela diri, sebagaimana yang ditentukan.

c. Sesuai dengan prinsip putusan bisnis ( bussiness Judgement Rule)

bahwa dalam hal putusan bisnis, direksilah

2. Komisaris
Sebagai pihak yang mengawasi perusahaan, pelaksanaan tugas komisaris
tersebut juga merupakan pembatasan terhadap pelaksanaan tugas direksi.
Bahkan, untuk hal tersebut Undang — undang perseroan Terbatas secara
eksplisit menyebutkan bahwa tugas dari komisaris memang untuk mengawasi
direksi dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian, dalam hal ini
komisaris dapat memberikan nasihat — nasihat kepada direksi, bahkan
komisaris mempunyai kewenangan untuk memberhentikan direksi untuk
sementara dengan menyebutkan alasannya ( for cause)

3. Shareholder Pooling Agreement
Shareholder Pooling agreement atau yang sering juga disebut dengen voting
agreement merupakan kontrak diantara pemegang saham dimana mereka

UNIVERSI8faE RANIA Rdghyetujui, menolak atau memberikan suara dengan cara
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5. Kuasa Mutlak
Kuasa ( proxy) untuk melakukan voting dalam Rapat Umum Pemegang
Saham ada yang dapat dicabut kembali ( Revocable) dan ada pula yang tidak
dapat dicabut kembali ( Irrevocable). Institusi hukum yang disebut dengan
kuasa mutlak” ( irrevocable Proxy), dalam hal ini merupakan suatu pemberian
kuasa biasa, tetapi kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali, yang diberikan
sebagaimana dikehendaki oleh pihak penerima kuasa tersebut. Karena sifatnya
yang tidak dapat dicabut kembali, maka kepada pihak penerima kuasa
disyaratkan haruslah ada semacam kepentingan yang bersifat kepemilikan
terhadap saham tersebut. Misalnya, pihak pemegang kuasa adalah pihak
pembeli sudah membayarkan harga saham, tetapi berhubung sesuatu dan lain
hal, saham tersebut belum dapat diserahkan karena sudah memegang kuasa,
maka pihak pemegang kuasa dapat memberikan suara seperti yang
dikehendakinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang berarti dapat
menolak usulan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS)
tersebut, khususnya jika pihak pemegang kuasa, baik sendiri maupun bersama
— sama dengan pemegang kuasa yang lain yang sepaham, merupakan pihak
'yang mayoritas dalam voting Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) yang
bersangkutan.
6. Supermajority Quorum
Kuorum mayoritas super merupakan persyaratan bahwa agar suatu Rapat
Umum Pemegang Saham ( RUPS) dapat dilaksanakan, haruslah hadir
melebihi dari mayoritas biasa ( lebih dari 50 %) suara hadir. Misal dari
mayoritas super adalah jika hadir lebih dari 2/3 ( dua per tiga) atau % ( tiga
perempat). Kuoroum mayoritas super ini diberlakukan dalam hal - hal sebagai
berikut :
a. Jika ditetapkan dalam anggaran dasar untuk kegiatan yang oleh
undang — undang tidak diharuskan kuorum mayoritas super.
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Adakalanya undang — undang hanya mensyaratkan kuorum minimum
mayoritas simpel ( 2 plus satu suara) untuk suatu rapat, tetapi olech
anggaran dasar disyaratkan kuorum mayoritas super, misalnya lebih
dari 2/3 ( dua per tiga) suara atau lebih dari % ( tiga perempat) suara.
Hal seperti ini dapat terjadi untuk seluruh kegiatan karena Undang -
undang hanya mensyaratkan batas minimum dan suatu kuorum, yang
berarti anggaran dasar dapat menambahnya menjadi mayoritas super
tersebut.

b. Terhadap kegiatan — kegiatan yang diharuskan mayoritas super oleh
Undang — undang yang berlaku akan tetapi, terhadap kegiatan
tertentu, Undang — undang sudah mensyaratkan kuorum dengan
mayoritas super untuk sahnya suatu Rapat Umum Pemegang Saham (
RUPS), yaitu untuk kegiatan — kegiatan sebagai berikut :

1) Rapat untuk mengubah anggaran dasar, pengurangan dan
penambahan modal, dengan kuorum minimal 2/3 ( dua pertiga)
dari jumlah suara yang sah dengan voting minimum 2/3 ( dua
pertiga ) juga. Apabila kuorum minimal 2/3 ( dua per tiga) ini tidak
terpenuhi, maka dapat dilakukan rapat kedua, dari 2/3 (dua per
tiga) tersebut. Hanya votingnya yang berubah di rapat kedua, dari
2/3 menjadi minimal 2 ( satu perdua) tambah satu suara.

2) Rapat untuk menyetujui tindakan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran, yaitu dengan
kuorum minimal % ( tiga perempat) dari jumlah suara yang sah.
Jika tidak mencapai kuorum dan misalnya dilakukan rapat kedua.
Kuorum minimum % tetap dipertahankan dan bahkan dengan
besarnya voting % dari jumlah suara yang tetap tidak berubah.

3) Repat untuk menyetujui tindakan pembelian kembali saham
perseroan dengan kuorum minimal 2/3 dari jumlah suara yang sah.

UNIVERSITAS MEBiky tidak/mencapai kuorum dan misalnya dilakukan rapat kedua.
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’

1 orang, maka yang berwenang mewakili persercan adalah setiap anggota direksi,
kecuali ditentukan lain.
Namun demikian, ada dua hal dimana anggota direksi tidak berwenang mewakili
perseroan, yaitu dalam hal :
a) Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi
yang bersangkutan; dan
b) Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan perseroan. Selain itu ada 4 (empat)
kewajiban direksi yang telah ditentukan undang — undang, yaitu sebagai
berikut
a. Wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan
risalah rapat direksi.
b. Wajib menyelenggarakan pembukuan perseroan.
c. Wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan
atau keluarganya.
d. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan

jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.

Selain itu, secara spesifik direksi mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas Representasi
2. Kepengurusan/ Manajemen

Pasal 82 sampai dengan pasal 84 dari Undang — undang Perseroan Terbatas
mengatur tentang proses dan tata cara pelaksanaan tugas kepengurusan dan tugas
representasi dari direksi. Ditentukan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili
perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Jika anggota direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili

UNI%e]%asrﬁz}RSaﬁ%laDhA ﬁe}ga Aanggota direksi kecuali ditentukan lain dalam undang —
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\

undang ini dan atau anggaran dasar. Dalam hal ini anggaran dasar dapat menentukan
pembatasan wewenang anggota direksi tersebut.

Dalam hal terjadinya benturan kepentingan dari direksi, maka anggota direksi tidak
berwenang mewakili perseroan apabila :

1. Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi

yang bersangkutan, atau

2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang

bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Dalam hal ini anggaran dasar dapat menetapkan siapa yang berhak mewakili
perseroan apabila terdapat benturan kepentingan dari direksi. Akan tetapi, jika
anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud, Rapat Umum
Pemegang Saham ( RUPS) mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih
untuk mewakili perseroan.

Yang dimaksud dengan tugas representasi adalah tugas dari direksi untuk
mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Tugas mewakili
perseroan di luar pengadilan adalah seperti mewakili perseroan dalam hal melakukan
deal atau transaksi bisnis dengan pihak ketiga. Tugas mewakili perseroan di dalam
atau di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dilakukan sendiri
2. Dilakukan oleh pegawainya yang ditunjuk itu,
3. Dilakukan oleh komisaris jika direksi berhalangan, sesuai ketentuan
anggaran dasar.
4. Dilakukan oleh pihak ketiga sebagai dilakukan dalam posisi sebagai berikut
Perseroan sebagai penggugat di Pengadilan
Perseroan sebagai tergugat di Pengadilan

Perseroan sebagai pemohon di Pengadilan

P W o=

Perseroan sebagai termohon di Pengadilan

5. Perseroan sebagai pengadw/ pelapor untuk kasus pidana.
UNIVERSIPASRITHTRRP SRpaga teradu/ terlapor untuk kasus pidana.
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Sedangkan tugas representasi di luar Pengadilan adalah mewakili perseroan

dalam menandatangani kontrak — kontrak, menghadap pejabat — pejabat negara untuk
dan atas nama perseroan, dan lain — lain.
Baik tugas representasi maupun kepengurusan dari direksi adalah fenomena bagi
tugas direksi dalam suatu sistem hukum yang modern, dimana tata cara
pelaksanaannya bervariasi satu sama lain. Dalam hukum Jerman misalnya, tugas atau
fungsi representasi dari direksi ini dikenal dengan istilah Vertretungsmacht,
sedangkan untuk tugas kepengurusan dikenal dengan istilah
Geschaftsfuhrungsbefugnis.

Dalam menjalankan tugas representasi maupun tugas kepengurusan seperti
tersebut diatas, maka direksi haruslah melakukan dengan cara — cara yang baik, layak,
dan beritikad baik. Dalam hal ini direksi harus memperhatikan tugas - tugas yang
dibebankan kepadanya yang bersumber dari :

1. Doktrin dan kaidah hukum perseroan yang berlaku secara universal.

2. Perundang - undangan yang berlaku.

3. Anggaran dasar perseroan

4. Kebiasaan dalam praktek untuk perusahaan sejenis.

Tugas yang bersumber kepada perundang — undangan yang berlaku, sejauh

merupakan hukum memaksa ( mandatory law, dwinged recht) wajib dilakukan

oleh direksi. Dalam hal ini, pihak direksi dianggap bersalah jika terjadi 3 (tiga)

kategori sebagai berikut :

1. Tidak melakukan yang diharuskan oleh perundang — undangan.

2. Melakukan apa yang dilarang oleh perundang — undangan.

3. Melakukan secara tidak sempurna, yakni tidak seperti yang dipersyaratkan
oleh perundang — undangan.

Tugas — tugas kepengurusan yang berwujud dalam kewajiban - kewajiban
yang berdasarkan perundang — undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan
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banyak ragamnya dan sangat bervariasi dari 1 (satu) jenis perusahaan ke perusahaan

yang lain. Beberapa diantara kewajiban direksi tersebut adalah sebagai berikut :

1.
2
3.

Menentukan dan mewujudkan filosofi, visi dan misi dari perseroan.
Memastikan bahwa ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi.
Memastikan bahwa ketentuan dalam perundang — undangan yang berlaku
telah dipenuhi.

Memastikan bahwa semua perhitungan keuangan dan pembukuan telah
sesuai dengan prinsip — prinsip akuntansi yang berlaku.

Memperhatikan kepentingan karyawan.

6. Memperhatikan kepentingan pemegang saham ( mayoritas dan minoritas).

7. Memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, seperti kreditor, investor

dan masyarakat.

8. Selalu memonitor perkembangan perseroan.

9. Melakukan disclosure terhadap kepentingannya yang potensial

bertentangan dengan kepentingan perseroan.

10. Kewajiban meminta izin dan melakukan disclosure terhadap tindakan —

tindakan perseroan tertentu. Izin dan disclosure tersebut dilakukan
terhadap beberapa institusi bergantung kegiatan apa yang akan dimintakan
izin atau didisclosure. Yakri dilakukan terhadap institusi — institusi
sebagai berikut :

Menteri kehakiman

Berita Negara

Daftar Perusahaan

Bapepam bagi perusahaan terbuka

Bursa Efek bagi perusahaan terbuka yang listing

Surat — surat kabar untuk kegiatan tertentu.

Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS)

h. Komisaris

® ™o a0 oo

UNIVERSITRE R Bammemekihara dokumen perusahaan.
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Meskipun kedudukan komisaris adalah mandiri dan terlepas dari kekuasaan
direksi maupun Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS), tetapi tidak ada larangan
jika menduduki jabatan komisaris adalah pihak pemegang saham itu sendiri. Hanya
untuk perusahaan terbuka, perundang — undangan di bidang pasar modal
mengharuskan perusahaan untuk memiliki yang namanya ” komisaris independen”,
yakni yang tidak terafiliasi dengan pihak direksi maupun pemegang saham.

Undang — Undang Perseroan Terbatas mewajibkan suatu perseroan untuk
memiliki komisaris dan komisaris tersebut haruslah orang perorangan. Badan hukum
tidak dapat menjadi komisaris. Hal ini berbeda dengan ketentuan tentang perseroan
terbatas sebelumnya, yakni yang terdapat ketentuan tentang perseroan terbatas
sebelumnya, yakni yang terdapat dalam Kitab Undang — undang Hukum Dagang,
yang memberikan tempat komisaris sebagai suatu yang optional, artinya boleh ada
tetapi boleh juga tidak.

Akan tetapi, Undang — undang Perseroan Terbatas memandang perlu adanya
komisaris sehingga menjadikan posisi komisaris ini sebagai posisi yang wajib ada
dalam setiap perseroan terbatas. Sebab Undang — undang Perseroan Terbatas
memandang begitu pentingnya posisi dari organ komisaris ini, karena dia akan
berfungsi sebagai badan pengawasan, baik bagi direksi maupun juga bagi perseroan.

Sebab Undang — undang Perseroan Terbatas memandang begitu pentingnya
posisi dari organ komisaris ini, karena dia akan berfungsi sebagai badan pengawasan,
baik bagi direksi maupun juga bagi perseroan. Seperti telah disebutkan bahwa
ketentuan Undang — undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan adanya komisaris
dalam setiap perseroan Terbatas Undang — undang Perseroan Terbatas, yang
menyatakan sebagai berikut

Karena itu, berdasarkan prinsip pengawasan dari komisaris, maka biasanya
dalam anggaran besar ditentukan bahwa komisaris mempunyai akses terhadap
perseroan, termasuk akses terhadap perkantoran, pembukuan dan aset — aset dari

perseroan. Oleh sebab itu, ikut campurnya komisaris dalam kegiatan perseroan,
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sejauh yang menyangkut dengan fungsi pengawasannya, dianggap wajar oleh hukum
yang berlaku.

Akan tetapi, meskipun sudah diawasi oleh komisaris, bahkan dalam hal
tertentu dan untuk tindakan — tindakan tertentu, seperti untuk meminjam uang
melebihi jumlah tertentu, untuk hal yang demikian sudah mendapat persetujuan pihak
komisaris, pada prinsipnya tanggung jawab tetap terletak di pundak direksi,
mengingat semua hal tersebut dijalankan oleh direksi dan sudah merupakan tugas
direksi dalam menjalankan perusahaannya. Karena itu, pada prinsipnya direksilah
yang mesti mempertanggungjawabkan kepada pihak pertama penerima resiko ( stake
holder) dari perusahaan tersebut.

Dalam perjalanan sejarah, ada pergeseran dari fungsi komisaris dalam suatu
perseroan terbatas. Semula, baik Di Belanda maupun di Indonesia, institusi komisaris
ini berfungsi sebagai pengawas dircksi dan merupakan unsur perwakilan dari
kepentingan pemegang saham. Akan tetapi, dalam hukumn yang modern, komisaris
tidak lagi dipandang sebagai perwakilan pemegang saham dan karenanya tidak lagi
semata — mata memperhatikan kepentingan pemegang saham. Fungsi komisaris
dalam hukum Perseroan yang modern dalam menjalankan tugas pengawasannya
adalan independen, yakni lebih dititikberatkan kepada perlindungan kepentingan
perseraon secara menyeluruh. Yang berarti, lebih memperhatikan seluruh stakeholder
dari perseroan, termasuk kepentingan lingkungan dan masyarakat. Dan bisa jadi,
kepentingan perseroan secara menyeluruh tersebut dalam hal — hal tertentu akan
bertentangan dengan kepentingan para pemegang saham itu sendiri.

Bagaimanapun konsep Undang — undang Perseroan Terbatas tentang
pergeseran fungsi komisaris ? dalam hal ini Undang — undang Perseroan Terbatas
memberikan kedudukan yang ambivalensi kepada komisaris. Di satu pihak sama
dengan direksi, maka komisaris diharapkan untvk memperhatikan perseroan ( bukan
kepentingan pemegang saham). Akan tetapi, di lain pihak Undang - undang
Perseroan Terbatas masih menganut pola lama dimana berbeda dengan ketentuan
&W@%ﬁsﬁ&?%ﬁ% masih dinggap sebagai wakil dari Eocmelggggmsdag}}%,
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independen lebih menyoroti keberadaan pemegang saham tersebut yang tidak
mewakili pihak manapun juga atau dapat dikatakan mewakili diri mereka
sendiri ( pemegang saham tersebut secara pribadi ). Patut dipertanyakan,
apakah komisaris independen atau direksi independen yang mewakili
kepentingan pemegang saham minoritas masih dapat dikatakan sebagai pihak
yang independen. Penulis beranggapan seyogianya bahwa pengertian
vkomisaris ataupun direksi independen dimaksudkan bila pihak tersebut tidak
dalam kapasitas wakil dari pihak manapun juga atau semata — mata mewakili
kepentingan pengetahuan ataupun keahlian yang dimiliki untuk sepenuhnya
melaksanakan tugas bagi kepentingan perusahaan. Bila kemudian keputusan
yang diambilnya sejalan dengan salah satu pihak, sepanjang hal tersebut
diambil berdasarkan kebenaran dan nilai — nilai Good Corporate Governance,
maka yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya secara independen
demi keuntungan terbaik bagi perusahaan tempatnya bekerja.

Adanya komisaris independen tidak terlepas dari keberadaan komisaris ( pada
umumnya). Kornisaris merupakan organ yang mengawasi kebijakan direksi
dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Di
Indonesia dewan komisaris merupakan organ yang bersifat pasif dan tidak
dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif terhadap direksi.
Atau sebaliknya, peran komisaris yang terlalu kuat dalam perusahaan,
sehingga sering kali melakukan intervensi terhadap kebijakan direksi.
Fenomena ini menjadi masalah pada perseroan terbatas biasa, namun akan
berbeda halnya perusahaan tersebut telah go Public: Sikap pasif ini atau sikap
yang mengintervensi setiap kebijakan yang diambil direksi tersebut pada
akhirnya akan dapat merugikan kepentingan pemegang saham minorilas serta
para stakeholder lainnya.

Fenomena ini terjadi; karena struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia

masih sangat terkonsentrasi. Jabatan komisaris diberikan kepada seseorang
UNM&%I"FA@MN%&% Akompetensi dan profesionalisme, tetapi sebagai
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penghormatan atau penghargaan, sehingga loyalitas ditujukan pada pemberi
jabatan atau jabatan komisaris diberikan kepada pajabat atau mantan pejabat
pemerintah yang masih mempunyai pengaruh untuk meningkatkan posisi
tawar ( bargaining power) perusahaan di kalangan pemerintah.

Dapat dikatakan pemilihan komisaris perusahaan di Indonesia kurang
mempertimbangkan integritas serta kompetensi orang tersebut. Independensi
dewan komisaris perusahaan — perusahaan Indonesia terhadap direksi atau
pemegang saham pengendali patut dipertanyakan. Oleh karena itu, muncul
gagasan tentang keberadaan komisaris independen. Istilah komisaris
independen pada negara — negara yang menganut sistem hukum anglo saxon.
Perbedaan istilah ini disebabkan adanya 2 sistem hukum perusahaan yang
berbeda. Sistem hukum anglo saxon menganut One Tier system yang hanya
memiliki satu dewan direksi: Pada sistem inilah dikenal namanya direktur
independen sebagai pihak yang mengawasi kinerja dewan direksi. Sedangkan
sistem Eropa Kontinental menganut two tier system: Ada dua badan yang
terpisah dalam suatu perusahaan, yaitu dewan pengawas ( dewan komisaris)
dan dewan manajemen ( dewan direksi).

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap
segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Peraturan BEJ mewajibkan
perusahaan yang sahamnya tercatat di BEJ untuk memiliki komisaris
independen yang sekurang — kurangnya 30 % ( tiga puluh persen) dari jajaran
anggota dewan komisaris yang dapat dipilih dahulu melalui RUPS sebelum
pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah
saham perusahaan tersebut tercatat.

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota
manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan kata lain yang
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pengelolaan perusahaan.
Ada 2 ( dua ) kriteria persyaratan menduduki jabatan komisaris independen

yaitu :
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1)

2)

menurut Forum For Corporate Governance in Indonesia ( FCGI), yaitu :
Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.

Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau
seorang pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung
atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
Komisaris independen dalam kuwrun waktu tiga tahun terakhir tidak
dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau

perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula

dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi
menempati posisi seperti itu.

Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional
perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara
lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pernasok
atau pelanggan tersebut.

Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau
perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris
perusahaan tersebut:

Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis
apapun atau hubungan lainnya yang dapat; atau secara wajar dapat
dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya
sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang
menguntungkan perusahaan.

Komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional atau
pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau
perusahaan lainnya yang satu kelompok; atau dengan cara lain
berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau
pelanggan tersebut.

Menurut keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep —

UNIVERSBOABREFOA N 20044 yaitu :
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demikian komisaris independen bertindak secara netral dan mendorong terlaksananya

prinsip — prinsip GCG.

6. Komisaris Pengambil Keputusan
Yang dimaksud dengan komisaris pengambil keputusan ( decision maker)
adalah konsep komisaris dimana disamping dia mengawasi hal — hal tertentu,
terutama dalam hal — hal penting, diajak pula untuk mengambil keputusan (
misalnya dengan format surat persetujuan komisaris) untuk kegiatan —

kegiatan tertentu dari perseroan. Kegiatan — kegiatan penting tersebut

misalnya :
a. Mengambil loan dari bank
b. Meminjamkan aset perseroan
c. Menjual aset — aset penting dari perseroan
d: Merger; akuisisi atau konsolidasi
Go Public
Lukuidasi

Mengeluarkan dana melebihi jumlah tertentu
Memberhentikan direksi untuk sementara waktu
Mengubah anggaran dasar

B th o

.

b o
.

B. Kedudukan Komisaris Sebagai Badan Supervisi
Pada prinsipnya tugas komisaris adalah untuk mengadakan pengawasan.
Karena itu; dewan komisaris dapat disebut dengan dewan pengawas. Fungsi
pengawas dari dewan komisaris diwujudkan dalam 2 (dua) level sebagai berikut :
1. Level Performance

2. Level Conformance
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Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan komisaris pada level performance
adalah fungsi pengawasan dimana komisaris tersebut memberikan pengarahan dan
petunjuk kepada direksi perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS).
Sementara yang dimaksud dengan fungsi pengawasan komisaris pada pada level
comformance adalah berupa pelaksanaan kegiatan melaksanakan pengawasan
selanjutnya agar dipatuhi dan dilaksanakan, baik terhadap pengarahan dan petunjuk
yang telah diberikan tersebut maupun terhadap ketentuan dalam perundang —
undangan yang berlaku.

Undang — undang Perseroan Terbatas tidak memperinci secara jelas arti kata ”
pengawasan” yang merupakan fungsi dari komisaris. Langkah tidak memperinci
tersebut dapat dimengerti karena :

1. Makna dan konsep pengawasan itu sendiri by definition memang memiliki
arti yang sangat luas.

2. Fungsi pengawasan komisaris berbeda — beda menurut berbagai jenis
perseroan; seperti perseroan dalam bentuk perusahaan tertutup,; terbuka;
perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), Bank, Perusahaan Pengerah Dana Masyarakat, dan lain —
lain yang memang masing — masing mempunyai karakteristik yang berbeda —
beda.

3. Fungsi pengawasan komisaris berbeda — beda menurut berbagai jenis maksud
seperti perseroan yang bergerak di bidang manufaktur, properti, keuangan,
jasa, perdagangan, dan lain — lain.

Namun demikian; dapat disebutkan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan
oleh komisaris dalam suatu perseroan terbatas dilakukan dengan beberapa pedoman
yuridis sebagai berikut :

1. Pengawasan dilakukan oleh komiszris, baik jika diminta oleh direksi dan atau

Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) ataupun jika tidak diminta.
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pengawas menjadi eksekutif: Karena itu, fungsi pengawasan dari komisaris
dilakukan dengan jalan sebagai berikut :

1) Menyetujui tindakan — tindakan tertentu yang diambil oleh direksi.

2) Memberhentikan direksi untuk sementara.

3) Memberi nasihat kepada direksi, diminta atau tidak, dalam rangka

pelaksanaan fungsi pengawasan.
5. Komisaris Tidak bisa diinstruksikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (

RUPS))
Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka
komisaris tidak bisa diinstruksikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (
RUPS), meskipun Rapat Umum Pemegeng Saham ( RUPS) memiliki
kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan. Dan, sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi: Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) dapat memberhentikan
komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentian.
Dalam dunia hukum perseroan; konsep hukum yang menyandingkan
komisaris bersama dengan direksi sering disebut dengan istilah ” Manajemen
2 (dua) tingkat ” two tier management). Yang diinaksudkan adalah bahwa
sebuah perusahaan di pimpin oleh direksi ( tingkat pertama) dan tindakan
direksi diawasi oleh komisaris ( tingkat kedua); dimana kedua tingkat
manajemen tersebut masing — masing merupakan badan yang berdiri sendiri.
Dan ini adalah sistem manajemen perseroan yang khas dari negara — negara
yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Sebab sistem hukum anglo
saxon tidak mengenal konsep dewan komisaris pada perseroannya. Di negara
— negara Anglo Saxon meskipun ada pihak manajemen dan pihak supervisi,
tetapi kedua — duanya terdapat dalam 1 ( satu) badan: Sistem seperti ini
disebut dengan sistem monolistik.
Konsep manajemen 2 (dua) tingkat ( antara direksi dan komisaris) dalam

suatu perseroan terbatas ini disebut -- sebut berasal dari konsep

univkHengssssipbAly dalam sistem hukum perseroan Jerman, yang kemudian
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*

dibawa ke Perancis di mana di Perancis untuk direksi disebut dengan

”

directoire” dan untuk komisaris disebut dengan ” consell de survailance’.
Sebagaimana diketahui; Belanda mengadopsi hukumnya dari Perancis; maka

akhimya dikenallah konsep manajemen 2 (dua) tingkat tersebut di Indonesia.

. Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris

Dalam suatu Perseroan Terbatas, pengangkatan dan pemberhentian komisaris,

baik pemberhentian sementara ataupun pemberhentian untuk selama — lamanya hanya

dapat dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS). Hal ini sebagai

konsekuensi dari Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) sebagai institusi yang

memiliki kewenangan tertinggi dalam perseroan.

Terdapat perbedaan tentang pemberhentian dari komisaris bila dibandingkan dengan

pemberhentian dari direksi, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1.

Pemberhentian sementara terhadap komisaris hanya dapat dilakukan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara pemberhentian sementara
terhadap direksi dapat dilakukan baik oleh RUPS maupun oleh komisaris.
Pemberhentian ( tetap maupun sementara ) terhadap direksi harus dengan
menyebutkan alasannya; sementara pemberhentian sementara terhadap
komisaris tidak disyaratkan alasannya.

Pemberhentian tetap terhadap direksi dilakukan dengan memberi kesempatan
bagi direksi tersebut untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS). Sedangkan bagi pemberhentian tetap terhadap komisaris,
syarat pembelaan diri tersebut tidak diperlukan.

Dari perbedaaan antara direksi dan komisaris tersebut diatas; terlihat bahwa

Undang — undang memberikan kedudukan yang ambivalensi kepada komisaris. Di

satu pihak; komisaris diharapkan untuk memperhatikan perseroan ( bukan
uKepstingans peRISSARE Raham ) sebagaimana terlihat misalnya dalam pasal 98
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Undang — undang Perseroan Terbatas masih menganut pola lama dimana komisaris
dianggap sebagai wakil dari pemegang saham, sehingga yang harus diperhatikannya
adalah kepentingan pemegang saham: Hal ini terlihat dari ketentuan bahwa komisaris
dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) tanpa kewajiban
menunjukkan alasannya dan tanpa kewajiban untuk memberi kesempatan kepadanya

untuk membela diri.

D. Fungsi dan Peranan Komisaris

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (PT) mensyaratkan adanya
komisaris untuk suatu perseroan terbatas. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang
: (a) mengerahkan dana masyarakat, (b) menerbitkan surat pengakuan utang, (c)
sudah terbuka (go public), harus memiliki minimal dua orang komisaris. Khusus
untuk perusahaan-perusahaan terbuka BAPEPAM mensyaratkan adanya komisaris

independen dengan komposisi minimal sepertiga dari seluruh jumlah komisaris.

Masalah komisaris dalam suatu perseroan adalah juga masalah menarik,
karena dalam undang — undang juga telah disebutkan adanya organ perseroan yaitu
komisaris: Perkataan komisaris mengandung pengertian baik sebagai ‘¢ organ’
maupun sebagai ¢ orang perseorangan’, sebagai organ, komisaris lazim juga disebut
dewan komisaris”; sedangkan sebagai “ orang perseoranga” disebut ° anggota
komisaris’ termasuk juga badan — badan lain yang menjalankan tugas pengawasan
khusus di bidang tertentu.

Untuk suatu perseroan yang dalam kegiatan usahanya melakukan pengerahan
dana masyarakat, tentunya diperlukan pengawasan yang lebih besar karena
menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Dalam hal terdapat lebih dari satu

orang komisaris, mereka akan merupakan sebuah mejelis. Berbeda dengan direksi,
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maka sebagai majelis; komisaris tidak dapat bertindak sendiri — sendiri untuk

mewakili perseroan.

Secara umum, tugas komisaris adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam
menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Selain itu komisaris
juga berkewajiban melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya
atau saham keluarganya. Komisaris pun berdasarkan anggaran dasar perseroan atau
keputusan RUPS; dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan
tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, dalam hal direksi tidak ada. Bagi komisaris
yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan
pengurusan perseroan, maka selama ketentuan mengenai hak dan wewenang serta
kewajiban direksi akan berlaku terhadapnya:

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan,
terutama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Dewan Komisaris —
merupakan inti dari Corporate Governance — yang ditugaskan untuk menjamin
pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola
perusahaan; serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan
Komiséris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk
memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan: Mengingat manajemen
yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan —
sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen —

maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu Pasal 108 UUPT;
Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalami menjalankan perusahaan
serta memberikan nasihat kepada Direksi. Undang - undang menegaskan bahwa
Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas
untuk kepentingan perseroan.
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b. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer
profesional.

¢. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi; sistem pengendalian, dan
sistem audit yang bekerja dengan baik.

d. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang
berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan
operasinya.

e. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasikan dan dikelola
dengan baik:

f. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek Good Corporate Governance
dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Sedangkan tugas Komisaris independen antara lain berupa :

Menjamin transparansi dan keterbukaaan laporan keuangan perusahaan.

b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder
yang lain:

c. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara
wajar dan adil.

d. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.

e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

|

Di dalam suatu perseroan Terbatas Direksi dan Dewan komisaris memiliki peran
dan tanggung jawab yang telah ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas. Adapun
peran dan tanggung jawab direksi adalah menjalankan dan mengelola perseroan
serta merencanakan visi dan misi perusahaan ke depannya yang tidak bertentangan
dengan UU Perseroan Terbatas serta telah dibahas di dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS). Adapun peranan dan tanggung jawab Dewan komisaris
adalah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi
dalam menjalankan pengurusan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya dewan
komisaris oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan memberikan
kewenangan tertentu kepadanya, antara lain memasuki kantor perseroan,
mendapatkan laporan direksi dan memeriksa dokumen perseroan, menyetujui atau
tidak menyetujui suatu tindakan tertentu dari direksi sebagaimana diatur dalam
anggaran dasar, serta memberhentikan sementara direksi dan mengurus perseroan
dalam hal perseroan tidak memiliki direksi.

Hubungan antara direksi dengan perseroan adalah hubungan saling
ketergantungan. Satu dengan yang lain saling tergantung, sebagai organ yang
dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan. Perseroan merupakan sebab
adanya direksi. Tanpa perseroan maka direksi tidak pernah ada. Begitu juga
direksi, tanpanya maka perseroan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Direksi adalah organ kepercayaan perseroan dan wajib menjalankan tugas
pengurusan tersebut dengan berpegang teguh pada kepercayaan yang diterimanya
(Fiduciary Duty). Dengan konsep tersebut, maka direksi dalam tugas
kepengurusan wajib senantiasa bertindak atas dasar itikad baik, bertindak dengan

UNIVERSETAS 2¢HED ANSARE keahliannya, mengutaamakan kepentingan perseroan,
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WAWANCARA

1. Bagaimana Pertanggungjawaban direksi di PT. Andaliman Tour ?
Direksi bertanggungjawab penuh terhadap seluruh kegiatan PT. Andaliman Tour
baik kegiatan yang bersifat operasional maupun bersifat keuvangan dengan
metode Lapcoran Per Triwulan kepada komisaris sebagai pengawas yang
nantinya akan dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) tiap
tahunnya.

2. Bagaimana Hubungan antara direksi dengan komisaris di PT. Andaliman Tour ?
Komisaris senantiasa mengawasi kinerja direksi dari waktu ke waktu dari level
tertinggi sampai level terendah di jajaran direksi. Komisaris berhak memberikan

saran atau melakukan protes atas kerja — kerja jajaran direksi

3. Bagaimana ikatan kerja antara PT. Andaliman Tour dengan klien dan
rekanannya ?
Ada beberapa metode ikatan kerja sama yang dibuat PT. Andaliman Tour
dengan klien dan rekanan diantaranya dengan sistem koatrak, untuk sistem
kontrak ini klien mengikat kerja sama permanen dengan PT. Andaliman Tour
untuk jasa pengurusan Ticketing dan akomodasi bagi keperluan klien, sedangkan
bagi rekanan sistem ini mengikat rekanan untuk menyediakan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan oleh PT. Andaliman Tour dalam memenuhi target —
target PT. Andaliman Tour terhadap kliennya. Khusus untuk rekanan PT.
Andaliman Tour juga memberlgkukan satu sistem lain yaitu sistem profit
sharing, sistem ini biasanya dilakukan apabila PT. Andaliman Tour

mendapatkan proyek yang sifatnya dadakan dan tidak tetap.
. ry »
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